
 

 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT  

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 90 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

Menimbang : a.  bahwa besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan 

dan anggota DPRD Kota Bukittinggi telah ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017, 

dengan telah dilaksanakannya jasa kajian besaran 
tunjangan transportasi DPRD Kota Bukittinggi dari 
Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto 

Rozak Uswatun dan Rekan Tahun 2017 maka perlu 
dilakukan penyesuaian terkait besaran tunjangan 
transportasi Anggota DPRD sesuai dengan nilai 

rekomendasi yang diberikan, untuk itu maka dilakukan 
perubahan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017;  

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturab 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 40 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bukittinggi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578) 

 



 

 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pegelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

  7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah 

Kota Bukittinggi. 

  8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 44); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI 
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI. 

 

Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Nomor 40 
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2017 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
 

(1) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut: 
 

 a. Pimpinan Rp.--------------- 
 b. Anggota Rp. 12.850.000,-/orang/ bulan 

 

(2) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian 
tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibebankan kepada Anggota DPRD. 



 

 

(3) Pembayaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

 

  
Ditetapkan di Bukittinggi 
pada tanggal 29 Desember 2017 

 
WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
 

dto 

 
M. RAMLAN NURMATIAS 

 
 
 

Diundangkan di Bukittinggi 
pada tanggal 29 Desember 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 

 
                                         dto 
 

YUEN KARNOVA 
 

 
 
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 94 

 

 

 


